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ABSTRAK : - dengan adanya perubahan sistem perencanaan dan 

penganggaran yang terus berkembang kearah penyempurnaan, 

maka perlu dilakukan penyempurnaan pedoman penyusunan 

rencana kinerja dan anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia, 

untuk penyesuaian seiring dengan perubahan sistem 

perencanaan dan penganggaran, maka perlu disempurnakan 

Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Arsip 

Nasional Republik Indonesia 

 

  Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 

2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 

103 Tahun 2001 yang telah enam kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 

87/M/2004, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor KEP. 03 Tahun 2004, Peraturan Kepala Arsip Nasional 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Peraturan Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 

  - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini dimaksudkan untuk 

mempermudah unit kerja di lingkungan ANRI dalam menyusun 

rencana kinerja dan anggaran serta indikator kinerja. Ruang 

lingkup dari peraturan ini memuat pokok-pokok penyusunan 

rencana kinerja dan rencana anggaran, penyusunan 

TOR/Kerangka Acuan Kerja dan RAB dan penyusunan indikator 

kinerja.   



 

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009. 

- Dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran berdasarkan 

asas rasionalitas dan berpedoman pada rencana pembangunan 

jangka menengah Arsip Nasional Republik Indonesia.  

- Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Nomor 13 

Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.  

- Lampiran 80 halaman.  
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